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BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;




10.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan  Bromo-Tengger-Semeru, serta  Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
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23.

24.

25.

26.

27

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1
Tahun 2024,

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024,




28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 147 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024;

29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Perubahan  Rencana Kerja Badan  Kepegawaian  Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai pedoman oleh Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dalam
menyusun RKA  Perubahan Badan  Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

KETIGA Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4- § - 2024.
.. BUPATI PASURUAN,
TEMBUSAN : ANDRIYANTO
Yth. 1. Inspektur Daerah

2

3.

Kabupaten Pasuruan
Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Pasuruan.




LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 00.7.2.6/1112/HK/424.013/2024
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun suatu
rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Rencana Strategis dimaksud
sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Berdasarkan Rencana
Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis maka
disusunlah Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Perubahan
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dari satu sisi merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026, dari sisi lain
merupakan dokumen  perencanaan Badan Kepegawaian  Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia merupakan penjabaran dan saling berkaitan dari
program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dan P-RKPD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka

menjadikan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan




1.2

dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia serta sebagai tindak lanjut dalam proses Rancangan P-

APBD Kabupaten Pasuruan.

Tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia beserta sasaran satuan kerja lain, secara
sistematika diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran
pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga tercapainya sasaran Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus
memberikan konstribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan
tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
menggambarkan target indikator sasaran, program, kegiatan, sub
kegiatan dan target indikator satuannya telah ditetapkan dalam renstra
dan akan dilaksanakan di tahun 2024. Rencana Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pasuruan dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah tahun
2024 yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan
akuntabel dengan fokus pada peningkatan penerapan sistem merit.
Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);




10.

L1,

12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-
Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-
Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
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Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif
inovasi daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
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42,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15-
5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Inovasi Daerah,;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 190 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Inovasi
Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana
Startegis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 147 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan tahun 2024;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
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1.4

Maksud dan Tujuan
Maksud :

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi
hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target
indikator program yang telah ditetapkan.

Tujuan :

a. Perubahan Renja disusun untuk menjamin komitmen terhadap
kesepakatan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan;

b. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional
secara terinci;

c. Menjabarkan pencapaian hasil pelaksanaan program;

Menjabarkan rencana dan target indikator kinerja program, kegiatan
dan sub kegiatan dalam renstra tahun 2024;

e. Memudahkan pengendalian dan evaluasi capaian target kinerja

indikator tahun 2024.

Sistematika Penulisan
Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan.
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.
Bab ini terdiri dari 3 sub bagian yaitu:
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;




BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV. PENUTUP




BAB I
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pagu awal ©belanja langsung Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan dalam DPA
yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tahun
2024 sebesar Rp. 15.490.779.303,-. Pagu sebesar tersebut dilaksanakan
untuk membiayai 3 program yang ada di Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

Dari pagu anggaran yang terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp.
5.854.952.549,- sehingga persentase daya serap anggaran Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pasuruan sampai triwulan II tahun 2024 sebesar 37,80%. Dari realisasi
anggaran tersebut masih banyak kegiatan yang belum terlaksana karena
jadwal kegiatan pada tribulan selanjutnya. Realisasi selama tribulan I dan
tribulan II antara lain rotasi dan promosi jabatan pimpinan tinggi
pratama, jabatan adminstrator serta jabatan pengawas, pengiriman
peserta diklat Kepemimpinan Nasional Tk. II, pelaksanaan diklat
fungsional analis kebijakan secara daring, evaluasi dan asistensi
penerapan manajemen talenta oleh KASN dalam rangka penilaian sistem
merit, penyusunan matrik peran hasil SKP dan pendataan tenaga honorer.

Berikut tabel 2.1 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja

perangkat daerah sampai triwulan II.
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2.2 Isu-isu aktual penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Ada beberapa isu sedang dihadapi sampai dengan tribulan II Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diantaranya :
1. Pelaksanaan seleksi ASN masih menunggu petunjuk teknis dari pusat;
2. Pendataan tenaga honorer;
3. Refocusing anggaran yang membuat penataan ulang proses

pelaksanaan peningkatan kompetensi,;

4. Pelaksanaan DED dan atau master plan Pusat Pengembangan SDM

Aparatur.

Sesuai Renstra dan RPD Kabupaten Pasuruan yang terkait dengan
bidang aparatur pemerintah, isu strategis pokok / isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia adalah merupakan tahapan-tahapan dan skala prioritas
yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak
diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainya untuk
dilaksanakan secara berkesinambungan. Prioritas utama tahapan
pembangunan pada penentuan isu-isu strategis antara lain meningkatkan
profesionalisme aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pelayanan. Penentuan isu-isu strategis Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026 yang harus ditangani secara berkesinambungan untuk mendukung
isu strategis daerah yaitu:

1. Percepatan manajemen talenta;

2. Percepatan dan peningkatan mutu layanan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
Pengembangan kompetensi ASN terintegrasi;
Penempatan, penataan dan promosi pegawai;

Peningkatan kinerja, kesejahteraan dan disiplin;

N

Big data dan digitalisasi layanan kepegawaian.




BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan Renja BKPSDM adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban
memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya
tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi/bidang
kewenangannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sesuai dengan kewenangan dan fungsinya berkewajiban
memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya
tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan memenuhi kebutuhan
pegawai yang profesional, proporsional dan setara gender.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi
tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat
Daerah dan mengadopsi dari RPD Kabupaten Pasuruan dalam hal ini
tujuan yang terkait dengan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
maka ditetapkan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya
Profesionalisme ASN” dengan indikator tujuan yaitu :

“Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara”

Sasaran Renja BKPSDM adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terstruktur,
terukur, dan dapat diaplikasikan secara nyata dalam kurun waktu lebih
pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral yang tidak
terpisahkan dari program induk yakni Pemerintah Kabupaten Pasuruan
dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah
dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten
Pasuruan sesuai dengan fungsi/bidang kewenangannya. Berdasarkan

makna tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber




Daya Manusia Kabupaten Pasuruan periode 2024-2026 menetapkan 2

(dua) sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN
Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permen-PAN RB) Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara,
menegaskan bahwa suatu instansi pemerintah dapat dikatakan telah
melaksanakan sistem merit apabila : (1) telah tersusun dan
ditetapkan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan; (2)
perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja; (3)
pelaksanaan seleksi dan promosi telah dilakukan secara terbuka dan
transparan; (4) memiliki manajemen karir yang meliputi perencanaan,
pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang
diperoleh dari manajemen talenta; (5) menerapkan kode etik dan kode
perilaku pegawai ASN; (6) merencanakan dan memberikan
kesempatan pengembangan kompentensi sesuai hasil penilaian
kinerja individu; (7) memberikan perlindungan kepada pegawai ASN
dari tindakan penyalahgunaan wewenang; (8) memiliki sistem
informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses
oleh seluruh pegawai ASN.
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
1. Indeks Sistem Merit

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi. Melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dipacu terus
meningkatkan kualitas kinerja sejak mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi hingga pelaporannya. Dalam
pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh
proses yang Dberlangsung melalui kegiatan evaluasi atas
implementasinya sehingga teruji kebenarannya.
Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
1. Nilai SAKIP




Tabel 3.1
Perubahan Target IKU/IKK Tahun 2024

Uraian

IKU/IEK

Realisasi
2023

Target 2024

Awal

Perubahan

Ket

Tujuan :

Meningkatnya birokrasi yang
kapabel

Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara

IKU

71,17

71,17

71,17

Sasaran :

Meningkatnya kualitas SAKIP
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP

IKU

82,05

82,05

82,05

Meningkatnya Penerapan
Manajemen ASN

Nilai Indeks Merit

IKU

281,5

281,5

281,5

Indikator Kinerja Daerah :

Rasio Pegawai Pendidikan
Tinggi dan Menengah /Dasar
(%) (PNS tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

Pendidikan Tinggi

Jumlah Pegawai menurut
Pendidikan PT ke atas diluar
tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan/ Seluruh jumlah
pegawai pemerintah (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)

IKK

54,98%

66,65%

66,65%

1446/2630

Menengah

Jumlah Pegawai menurut
Pendidikan Menengah diluar
tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan/ Seluruh jumlah
pegawai pemerintah (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)

IKK

39,69%

29,39%

29,39%

1044/ 2630

Dasar

Jumlah Pegawai menurut
Pendidikan Dasar diluar
tenaga pendidik dan tenaga
kesehatan/ Seluruh jumlah
pegawai pemerintah (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)

IKK

5,32%

4,26%

4,26%

140/2630

Rasio Pegawai Fungsional (%)
(PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

IKK

13,95%

13,13%

13,13%

Jumlah pegawai PNS
fungsional (diluar guru dan
tenaga kesehatan)/ Seluruh
Jjumlah pegawai pemerintah
(PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

367/2630

Rasio Jabatan Fungsional
bersertifikat Kompetensi (%)
(PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

IKK

50,14%

43,79%

43,79%

Jumlah pegawai Fungsional
yang memiliki sertifikat
kompetensi/ Seluruh jumlah
pegawai Fungsional (PNS tidak
termasuk guru dan tenaga
kesehatan)

184/367
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3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Tupoksi OPDnya. Adapun
tujuan ke 3 Rencana Pembangunan Daerah adalah Meningkatnya tata
kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis
teknologi informasi. Sedangkan sasaran Rencana Pembangunan Daerah
yang selaras dengan tugas fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya birokrasi yang kapabel.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan dalam
perubahan rencana kerja tahun 2024 dari rencana kerja awal terdiri 3
program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan menjadi 3 program, 12
kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan fokus sasarannya Aparatur Sipil
Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja tahun
2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KAB/KOTA

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.2.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1:3.2: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.3.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah
1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.5:2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor




1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
2. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan
ASN
2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK
2.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian
2.1.4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
2.1.5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.1.6. Pengelolaan Data Kepegawaian
2.2. Mutasi dan Promosi ASN
2.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN
2.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
2.2.8. Pengelolaan Promosi ASN
2.3. Pengembangan Kompetensi ASN
2:8.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
2.3.2. Pengelolaan Asessment Center
2.3.3. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi
ASN
2.3.4. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
2.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi
Pegawai
2.4.3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin
ASN

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Fungsional
3.1.1, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan




3.1.2.

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan PrajabatanTinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
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BAB IV
PENUTUP

Berbagai potensi yang ada telah dan akan didayagunakan secara optimal
baik anggaran, personel maupun sarana dan prasarana untuk mendukung
kelancaran tugas-tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dengan melaksanakan progam, kegiatan dan sub
kegiatan di bidang kepegawaian dan kediklatan secara profesional dan
proporsional.

Pada dasarnya rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2024 telah mengacu pada
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yang berisi program, kegiatan dan sub
kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, target kinerja yang dicapai baik itu
input, output , maupun outcome serta jadwal pelaksanaan dari kegiatan -
kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan.

Rencana kerja tahun 2024 sebagai wujud dalam tindak lanjut
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun sebelumnya.

Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga
tahun kedepan akan dihasilkan Rencana Kerja secara lebih baik dan handal
sebagai media untuk perencanaan jangka pendek yang berorientasi pada
Continuous Improvement (perbaikan berkelanjutan).

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dapat
diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam
memberikan kontribusi pada peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pj. BUPATI PASURUAN.

ANDRIYANTO




